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ABSTRAK

Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan. 
Para penanam modal ataupun perusahaan-perusahaan yang besar lebih menyukai 
untuk memilih jalur Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini 
dikarenakan beberapa alasan seperti cepatnya proses penyelesaian sengketa 
dibandingkan dengan proses pengadilan biasa, biayanya yang pasti dan sifat 
berperkaranya yang rahasia atau tertutup untuk umum.

Pada kenyataannya prinsip kerahasiaan ini tidak berfungsi dengan baik, 
sehingga arbitrase yang sebelumnya dipilih oleh para pihak karena sifatnya yang 
tertutup untuk umum, dengan dilanggarnya prinsip kerahasiaan ini dapat 
menimbulkan kerugian materil maupun non-materil bagi pihak-pihak yang 
berperkara. Dalam beberapa kasus yang terjadi, misalnya pada kasus Karaha Bodas 
Company vs Pertamina, PT. Hotel Prapatan vs PT. Kuncara Arta dan kasus Esso 
Resources Australia Ltd vs Plowman, merupakan bukti adanya pelanggaran terhadap 
prinsip kerahasiaan yang dimaksud. Dengan adanya kasus-kasus tersebut jelas akan 
mempengaruhi keinginan dan kepercayaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa 
mereka melalui arbitrase.

Untuk menjaga prinsip kerahasiaan ini tetap terjamin, maka sebaiknya para 
pihak menambahkan suatu confidentiality clause dalam suatu kontrak yang mereka 
buat. Walupun telah ada pedoman (boiler plate) yang bisa ditiru akan tetapi sangat 
baik bagi para pihak untuk dapat membuat confidentiality clause ini sendiri karena 
setiap kontrak berbeda keinginan para pihaknya.

Kata kunci : Prinsip kerahasiaan, Arbitrase, BANI, UNCITRAL, ICC, ICSED, dan 
WIPO
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ABSTRACT

Arbitration is one of the Alternative Disputes Resolution. Most of investors 
and big companies prefer to use this mechanism to settle their disputes because it has 
some advantages such as : the procedure is faster than litigation court, fix cost, and 
the most important thing is there is confidentiality principle provided for in the 
arbitration process.

In fact, the function of this confidentiality principle is not really effective, due 
to the parties in the conflict break this principle for some reasons. Some cases 
analyzes in this thesis proves the infringement of that principle, such as : Karaha 
Bodas Company vs Pertamina, PT. Hotel Prapatan vs PT. Kuncara Arta and Esso 
Resources Australia Ltd vs Plowman. These cases can make the other parties who are 
intended to use arbitration become doubt to using it because they are worried their 
cas e will become public consuming.

To guarantee the effectivity of this principle, it is suggested the parties in 
conflict to attach or to insert this confidentiality principle based on their need. 
though, there has been, arbitration institutes have provided a boiler plate for their 
rules and procedures, it is better if the parties make their own confidentiality clause 
by them selves because different party will have different interesting.

Key words : Confidentiality principle, Arbitration, BANI, UNCITRAL, ICC, ICSED, 
and WIPO
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya diselesaikan melalui 

mekanisme litigasi (pengadilan). Proses penyelesaian dengan mekanisme ini 

memerlukan waktu, prosedur yang berbelit-belit dan juga membutuhkan biaya 

mahal.1 Demikian juga hasil putusannya dianggap kurang dapat memenuhi rasa

keadilan para pihak yang bersengketa, dan memberikan peluang kepada pihak-pihak

untuk menggunakan upaya hukum lain seperti banding, kasasi bahkan peninjauan 

kembali.2 Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini akan mempengaruhi 

kredibilitas masing-masing pihak karena prosedur penyelesaiannya terbuka untuk 

umum. Karena itu dibutuhkan adanya lembaga yang dapat memenuhi keinginan 

kedua belah pihak. Disatu pihak kerahasiaan perusahaan dapat dijamin, 

penyelesaiannya juga diperlukan waktu yang cepat tetapi hubungan kedepan tetap 

terjalin dengan baik. Di Amerika Serikat dan Canada kebutuhan akan lembaga yang 

bersifat seperti itu telah lama dirasakan, yaitu sejak tahun 1972 yang kemudian

namun

Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 15.

Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5.

1
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dikenal dengan nama ADR atau CDR.3 Dalam ADR terdapat beberapa mekanisme

• • -4
yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu :

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Arbitrasi.

Menurut Prof. Komar Kantaatmadja, membagi penyelesaian sengketa itu ke 

dalam 3 bagian :5

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi yang bersifat langsung 

(negotiation simplisiter) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi 

dan konsiliasi);

2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional 

maupun internasional;

3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat ad 

hoc maupun terlembaga.

Sebaliknya dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa pola-pola penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan adalah antara lain yaitu :6

3 Kedua-duanya merupakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, ADR (Alternative 
Dispute Resolution) lahir di Amerika Serikat dan CDR (Coperative Dispute Resolution) lahir di 
Canada. Lembaga ini diperkenalkan di Indonesia di tahun 1997-an. Di beberapa negara yang menganut 
sitem Common Wealth seperti Australia lembaga ini merupakan bagian dari sitem peradilan (legal 
justice).

4 Achmad Romsan, Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi dan 
Mediasi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000, hlm. 3.

5 Huala Adolf , Arbitrase Komersial Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 4. 
Mengutip dari Komar Kantaatmadja, Beberapa Hal Tentang Arbitrase, Kertas kerja pada Penataran 
Hukum Ekonomi Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran - Universitas Utrecht 1989. 
hlm. 2.

6 Lihat UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1.
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1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilaian Ahli (Expert)
6. Arbitrase (Perwasitan).

D i antara berbagai mekanisme yang dijelaskan diatas, arbitrase merupakan metode 

penyelesaian sengketa yang banyak dipergunakan dalam sengketa bisnis. Sebetulnya 

ada beberapa mekanisme lain yang hampir sama dengan arbitrase yaitu :7

1. Mini-Trial.
2. Mediasi.9
3. Mediation-Arbitration (Med-Arb).]0

Kalau diperhatikan dunia bisnis saat ini telah berkembang sedemikian rupa 

melampaui batas-batas negara. Kemungkinan untuk timbulnya sengketa merupakan 

suatu hal yang tidak dapat dihindari. Arbitrase merupakan lembaga yang populer

8

yang sering dipergunakan oleh para pelaku bisinis dalam menyelesaikan sengketa

atau perbedaan tentang isi atau istilah yang mereka perjanjikan. Ini menunjukkan

7 Ibid. hlm. 5. Mengutip dari Robert Coulson, Business Arbitration — Whatyou need to Know, 
American Arbitration Association, 1987, Revised Third Edition, hlm. 12-13.

8 Bentuk ini atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut pula dengan “peradilan mini” berguna 
bagi perusahaan yang tersangkut dalam sengketa-sengketa besar. Para pihak yang bersengketa 
mengadakan dan membentuk cara-cara dilakukannya hearing. Sedangkan ahli-ahli hukumnya 
mengajukan argumen-argumen hukumnya pada suatu panel yang khusus di bentuk dalam rangka mini- 
trial ini yang keanggotannya terdiri dari eksekutif-eksekutif bonafid dari pihak yang bersengketa

Dalam bentuk ini, seorang mediator (penengah) dalam menyelesaikan suatu sengketa, 
menemui para pihak atau wakilnya, dengan maksud untuk mengadakan pengaturan suatu penyelesaian 
sengketa yang nantinya dapat diterima oleh para pihak. Dalam peranannya ini, seorang mediator tidak 
mempunyai wewenang untuk membuat ke p utusan yang mengikat terhadap para pihak. Peranannya 
adalah membantu menganalisa masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi 
penyelesaian suatu sengketa.

10 Bentuk ini merupakan kombinasi antara bentuk nomor 2 diatas yakni, mediasi, dengan 
arbitrase. Di sini seorang yang netral diberi wewenang untuk mengadakan mediasi, namun demikian 
dia pun mempunyai wewenang untuk memutuskan setiap isu yang tidak dapat diselesaikan oleh 
pihak. para



4

bahwa Arbitrase merupakan lembaga yang banyak disukai baik di tingkat nasional 

internasional. Di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI)11 dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)12 sedangkan 

ditingkat internasional antara lain: the International Court of Arbitration of the 

International Chamber of Commerce (ICC),13 the London Court of International 

Arbitration (LCIA)14 dan the International Centre for the Settlement of Invesment 

Dispute (ICSID).15

Para penanam modal ataupun perusahaan-perusahaan yang besar lebih 

menyukai untuk memilih jalur Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hal 

ini dikarenakan beberapa alasan seperti cepatnya proses penyelesaian, biayanya yang 

relative murah dibandingkan dengan proses pengadilan biasa dan faktor kerahasiaan 

(confidentiality principles) proses berperkara.

Pada kenyataannya prinsip kerahasiaan (confidentiality principle) ini tidak

maupun

berfungsi dengan baik, sehingga merugikan para pihak. Misalnya dalam Kasus

Karaha Bodas, dimana Indonesia tidak mau mengakui keputusan Arbitrase

Internasional dengan alasan persetujuan terhadap arbitrase ini tidak valid, lalu

memproses kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta. Selain itu ada juga para

11 BANI merupakan badan arbitrase di Indonesia yang didirikan pada tanggal 3 Desember 
1977 oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

12 BAMUI merupakan badan arbitrase di Indonesia yang dibentuk pada bulan Oktober 1993 
atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia.

13 ICC merupakan badan arbitrase yang bertempat di Paris dan telah didirikan sejak tahun

14 LCIA berdiri pada tahun 1892 yang didirikan atas inisiatif dari the Corporation of the City

15 ICSID merupakan badan arbitrase yang didirikan atas inisiatif World Bank pada tanggal 16 
Februari 1968.

1923.

of London.
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pihak yang dengan sengaja mempublikasikan keputusan arbitrase tersebut sehingga 

nama baik atau image pihak yang bersangkutan menjadi tercemar.

Di tanah air, pengenalan terhadap lembaga arbitrase masih sangat minim. 

Bukan saja bagi kalangan pengusaha, tetapi juga dikalangan perguruan tinggi. 

Yang dikhawatirkan adalah apabila hal ini terus berlangsung maka akan hilang 

kepercayaan para investor tersebut untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia 

dan hal ini tentunya akan berakibat buruk terhadap pembangunan di Indonesia 

sendiri. Dengan adanya kasus tersebut diatas jelas akan mempengaruhi keinginan dan 

kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat satu topik skripsi 

yang membahas mengenai sistem atau mekanisme pelaksanaan prinsip kerahasiaan 

(confidentiality principle) dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase,

denganjudul:

“ANALISIS PRINSIP KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY PRINCIPLE)

DALAM PENYELESALAAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA

ARBITRASE (Studi Banding antara BANI dengan beberapa Lembaga

Arbitrase Internasional)”.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, 

maka skripsi ini difokuskan pada Prinsip Kerahasiaan dalam Penyelesaian Sengketa 

Bisnis melalui Lembaga Arbitrase, dengan permasalahan: Bagaimanakah pelaksanaan 

prinsip kerahasiaan (confidentiality principle) dalam penyelesaiaan sengketa melalui 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga-lembaga Arbitrase 

Internasional lainnya ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari pembahasan permasalahan ini adalah untuk :

Mengetahui sistem pelaksanaan prinsip kerahasiaan dalam penyelesaiaan1.

sengketa melalui BANI.

2. Mengetahui sistem pelaksanaan Prinsip kerahasiaan dalam penyelesaiaan

sengketa melalui Lembaga Arbitrase Internasional.

D. Ruang Lingkup

Masalah yang ditulis terbatas pada bagian asas-asas dan teori umum mengenai 

Arbitrase, seperti mengenai pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan juga 

mengenai tata cara pelaksanaannya. Penulis juga membandingkan lembaga Arbitrase 

di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan beberapa 

lembaga Arbitrase Internasional seperti 

International Trade Law (UNCITRAL) dan The International Centre for the

The United Nations Commission for
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Settlement of Investment Disputes (ICSID). Perbandingan antara lembaga-lembaga 

Arbitrase tersebut terbatas pada masalah yang menyangkut pelaksanaan dari prinsip 

kerahasiaan (<confidentiality principle) dalam peyelesaian sengketa melalui lembaga

Arbitrase.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah literatur bacaan serta

dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya,

khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada 

masyarakat mengenai solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

khususnya arbitrase.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan dan pembahasan Skripsi ini, Penulis mempergunakan 

metode penelitian normative, yang merupakan suatu penelitian kepustakaan (library 

research). Sebagai suatu penelitian hukum normative maka dalam penelitian ini 

dilakukan dengan penganalisisan dan pensistematisan hukum arbitrase yang berlaku.
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2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

komparatif/perbandingan, artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar 

dari ruang lingkup sampel, dengan membandingkan teori atau konsep yang umum 

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan 

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian kepustakaan atau telaah

pustaka, oleh karena itu lokasi penelitian adalah di perpustakaan diantaranya,

perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, perpustakaan Daerah Sumatera

Selatan, dan warung-warung internet.

4. Jenis dan Sumber Data

Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian lapangan 

sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan 

tertulis.16 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

16 Usmawadi, Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum : MateriPendidikan dan Latihan 
2001 (PLKH-’ Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,
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sebagai data pokok, data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan- 

bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum ini 

berupa peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, bahan hukum ini meliputi 

literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel dan hasil seminar dan

pertemuan ilmiah lainnya serta ketentuan-ketentuan lain yang memiliki

keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini

meliputi kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan jurnal ilmiah yang

relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data sekunder dikompilasi/dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan guna 

mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep- 

konsep hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang dapat berupa 

peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis 

ilmiah dibidang hukum lainnya. Proses kompilasi ini dilakukan berdasarkan relevansi

materi terkait sehingga dapat menunjang substansi, kerangka teori dan analisis 

penelitian ini.
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Setelah data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini telah

dikompilasi/dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya data-

data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu

dengan data yang lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga pada

akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang dapat menjawab

permasalahan yang ada.
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